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BUPATI TREIYG:GALEK

PROVIXSI JAWA TIMUR

I(TPUTUSAN BUPATI TRIN(X}ALEK
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TENTA.!5G

PEITETAPAIT T1ORIIM KOIIUNII{ASI AITAIT, TREN(X}AIEK

UASA BHAKTI 2O2g-2O25

BUPATI TRENC}C}ALEK,

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (l) Peraturan Menteri

Negara Pemberdayan Perempuan dan perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2Ol9 tentang

Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah
dengan Peratui'an Menteri Negaia Pemberdayan perempuan

dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara

Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan

Forum Anal<, Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan

dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Forum
Anak digunakan scbagai acuan bagi pcmcrintah pusat,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota,
kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan dalam
penyelenggaraan Forum Anak;

b. bahwa forum komunikasi anak merupakan salah satu
sarErna untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat

hak anak dalam setiap tahapan pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan dibentuk Forum
Komunikasi Anak Trenggalek Masa Bhakti 2023-2025;



Mengingat

Mengingat

1. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun

2016 tentalg Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan

Pcraturan Dacrah Kabupatcn Trcnggalck Nomor 13 Tahun

2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Trenggalek Nomor 17 tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah fi,embaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek

Nomor 118);

2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 59 Tahun 2C13

tentang Bentuk-Bentuk dan Mekanisme Pengarusutamaan

Hak-Hak Anak (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Tahun 2O13 Nomor 59);

l.

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lcmbaran Ncgara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaral Negara Repubtik Indonesia Nomor 9)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan propinsi

Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ,00, Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2OO2 tentang Perlindungan Anak fl,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tenlang
D^-,L^4.-- tt^4..^ a+^^ tT-l^-^ tT-l^-- 
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2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daera-h (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
I-Indanq Nomor I Tahrrn ?O15 tcnlano Pcrr rfalAn !(6{ga

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang

Pemerintahan Daera-h (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2Ol4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun

2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
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Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor l8 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 173611

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Pemberday'aan Perempuan dan perlindungan Anali Nomor
1 Tahun 2022 terrtang perubahan Atas peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor
18 Tahun 2019 Tentang pedoman penyelenggaraan Forum
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahtn 2022
Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1O Tahun
2Ol2 tentaag Penyelenggaraan perlindungan perempuan

dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun
2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trengalek Nomor l t);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat

Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
kmbaran Daerah Kabupaten Trengga-lek Nomor 63)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
I'lomor 13 Talun 2A2A ientan1 perubahan Atas peraturan
Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2O16
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020
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KEDUA
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Nomor 13, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten

Trenggalek Nomor 1 18);

Penetapan Forum Komunikasi Anak Trenggalek Masa Bhakti

2C23-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU Keputusan ini terdiri dari:

1. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan bertugas:

a. melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan

edukasi tentang perlunya hak-hak sipil dan kebebasan;

b. melakukan advokasi, komunikasi informasi dan edukasi

tentang Forum Anak Kecamatan dan Desa; dan

c. menjadi pelopor dan pelapor untuk kegiatan hak sipil

dan kebebasan;

2. Klaster Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan

Alternatif bertugas:

a. melakukan sosialisasi, advokasi tentalg hak-hak

lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

b. melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan

edukasi tentang pencegahan perkawinan anak kepada

berbagai pihak;

c. melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

tersedianya ruang public yang ramah anak; dan

d. menjadi pelopor dan pelapor untuk yang berkaitan

tentang keluarga dan pengasuhan alternatif;

3. Klaster hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan bertugas:

a. melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

tentang perlunya hak-hak kesehatan dasar dan

kesejahteraan anak;

MEMUTUSKAN:
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b. melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan

edukasi kasus-kasus hak kesehatan dasar dan

kesejahteraan bagi anak;

c. menjadi pelopor dan pelapor untuk yang berkaitan

tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan.

4. Klaster Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang

dan Kegiatan Seni Budaya bertugas:

a. melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

hak-hak ana katas Pendidikan, pemanfaatan waktu
luang dan kegiatan seni budaya;

b. membuat ruang-ruang rekreatif sebagai wadah rekreatif

anak; dan

c. menjadi pelopor dan pelapor untuk yang berkaitan

tentang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan

kegiatan seni budaya.

5. Klaster Perlindungan Khusus bertugas:

a. Melakukan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi

tentang hak-hak ana katas perlindungan khusus; dan

b. Menjadi pelopor dan pelapor untuk anak yang

memerlukan perlindungan khusus.

Sekretariat Forum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU

Keputusan ini berkedudukan di Dinas Sosial, pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di nggalek
F-ilct c.23pada tanggai

{.

IMoc
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TRTN(X}ALEK

NoMoR: 188.45/ E6 l4O6.Oot.3l2o23
TENTANG

PENEf,APAN T1ORUM KOMUNIXASI ANAI(
,FE!E lr^ A l] Erra lr a Gt a E rt a 12 rF .ur\aro .ta\.re

SUSUI{AIT KEAITGGOTAAN FORUM KOMUNII(ASI ANAK TRENGGALEK
MASA BHAKTI 2ol23 - 2025

Fasilitator 1

3
4

DELVI NUR SYAFIAH
!:l4 r_\r tlr lr|T)nr 4 4rrr\rTr arrratlJlllL rNr I rl alljlJrLLrtra
NABIL PRAMODHANA NUGRAHA
MEGA PUTRI GATARI SETIAWAN

Fasilitator anak
r-r- -: t.:r^.^- ^-^r-I',as-ullal(Jl dlldtL
Fasilitator ana-k
Fasilitator anak

r)lvl-atll -t IlCII ^1-cts

SMAN l Tre EK

NO JABATAN
DALA.}I
FORUM

NAMA JABATAIT DALAM
KEDINASAN/LAINNY

A
I 2 l 3 4
I Pelindung H. MOCHAMAD NURARIFIN Bupati Trenggalek
II Pembina dr. RATNA SULISTYOWATI, M.Kes Plt. Kepala Dinas

Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindurrgan Anak

III Pendamping 1. RATRI PURWANINGSIH, S, PSi
2. GILANG AGUS SETIYONO, S. Psi

Konselor Puspaga
Analis Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

IV

V Pengurus Forum Komunikasi Anak Trenggalek
Ketua AURA NEGRA TALISA MTsN l Trengqalek

I wakil Ketua I \Jt tll\ tll(,lJllt?\ rvll\1 5tt r i"Iw fii,i
Wakil Ketua II AHMAD FAKHRUL MUNA SMAN l Trengqalek
Sekretaris I HANA AZALIA NUHA MAN l Trenggalek

LOVIALISVA REYSA AYU
NIRMALASARI SMAN l Trenggalek

Bcndahara I AI\ IJI I1\ ilT,DII AULI}\
RAHMADHANI SMAN f Trenggalek

Bendahara II AISHA ZAHRA NASYWA ISWAHYUDI MAN l Tr ek
a) Klaster I

Hak Sipil dan Kebebasan
Koordinator ARIELLA AMi\iA ZAHRA
Anggota 1. FIRYAAL ALISKA MUFILAZAH SMAN 1 Karangan

2. MUHAMMAD RIZXY PATRIA SMAN 2 Trenggalek
3. MUHAMMADAFANHAIDAR

MIRZA MTsN l Trenggalek

b) Kiaster Ii

ADINDA NOVIAN SANNI PUTRI MAN 1 Trenggalek
Anggota MTsN I Trenggalek

2. KHALIN AKHAILA AZAHRA SMAN 2 ek
is. sHeBRII,t-A PU'TRI WARDANI SMAN I Trengqalek

c) Klaster III
Kesehatan Dasar dan Kese ahteraan
Koordinator AULIA FARIDHA RAHMADHINA I4&N I Trenggalek
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Sekretaris II

Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
Koordinator

1. NAFISA SABRTYA WIJONARKO
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Angqota 1. KESIANANDAHUSADA SMAN 2 Trenggalek
2. ZEYADY KRISHNA SETIAWAN SMAN l Trenggalek
Is. Nnprsn AT,ALIA FATTHA SMPN 1 Treng;qalek

d) Klaster IV
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan
Seni Budaya
Koordinator ARIZAL FAWWAZI WAFI SMKN l Trenggalek
Anssote 1 NENIS FITRYA RAMADHANI IVITsN 1 Tren ssalek

SMPN l Trenggalek
3. DWI CANTIKA RAHMA ALYA

PUTRI SMAN 1 Karangan

e) Klaster V
Perlindungan Khusus
Koordinator GISEI."C. PUTRI RAMADHANI MTsN I Trengqalek
Anggota 1. LITIA ILISA TSABITAH SMPN l Trenggalek

2. HASNADZAHRO OKALINA SMAN 1 Kfirangan
3. DIMAS ANDRIAN PURNAMA SMPN l File

BUPATI (

P ARIFIN

2. FADILA INTAN NINADIARTO


